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ABSTRAK
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)

Oleh
DIANA SARI

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan
diperhitungkan dari segi kualias dan masa depannya. Anak yang berkonflik dengan
hukum diatur dalam undang-undang khusus. Dalam sistem peradilan pidana anak
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum
dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana. Akan tetapi, dalam sistem peradilan pidana anak terdapat
restorative justice yang merupakan perubahan regulasi dalam sistem peradilan
pidana anak dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan restorative justice terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum di dalam hukum postif di Indonesia dan
bagaimanakah pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum dalam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan
fokus pendekatan Normatif Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala, dengan mempelajari data-
data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, Putusan Pengadilan buku-buku,
dokumen, serta peraturan perundang- undangan yang terkait dengan masalah yang
akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan
metode deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan Pendekatan
restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum
positif di Indonesia menjelaskan regulasi pengaturan Diversi sesuai dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentag Sistem Peradilan pidana Anak.
Pasal 8 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak,di tingkat kepolisian yang mana diversi dapat dilakukan
dengan ketentuan hukuman pidana tidak menyentuh angka 7 tahun namun pada
putusan ini diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana melebihi 7tahun.
Diversi melalui pendekatan restoratif ditingkat kejaksaan harus melihat
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syarat-syarat penerapan Restoratif Justice oleh Kejaksaan, merujuk kepada
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana pelaku dan
korban jika ingin dilakukan restorative justice harusmelakukan pedamaian dan
hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara, sementara pada putusan ini tidak dapat
di tetapkan restorative justice karena ancaman lebih dari 5 tahun dan pada saat itu
belum ada perdamaian,sehingga tidak dapat dilakukan restorative justice kepada
anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak telah terbukti dan hakim tidak menemukanalasan pemaaf untuk melepaskan
anak, sehingga anak dijatuhkan hukuman pemidanaan dengan pendekatan restoratif
justice, hakim menilai bahwa diversitidak dapat dilakukan karna tidak sesuai
dengan ketentuan diversi, sehingga anak tetap untuk di jatuhi pidana 6 bulan dan
pelatihan kerja di balai pemasyarakatan selama 3 bulan namun pidana tersebut tidak
perlu di jalani tetapi ditambah syarat khusus berupa membersihkan salah satu
masjid Selama 1 tahun yang di laksanakan 2 kali setiap bulannya, yang mana hakim
menjatuhkan putusan ini  dengan pendekatan restorative justice Yyang
mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak sehingga dalam menjatuhkan hukuman
hakim menilai harus mempertimbangkan asas kepentingan bagi anak dan hukuman
penjara sebagai hukuan terakhir (ultinum remedium).

Saran dalam penelitian ini kedepannya pihak kejaksaan bis lebih mendalami lagi
konsep-konsep dari undang-udang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan
pidana anak, dan lebih menguatkan atau mengutamakan konsep Restoratif justice
apa lagi kasus yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih
indoneisa telah meratifikasi hukum internasional yang tertuang pada aricle 37
convenstion on te righ of the child. Agar anak yang belum dewasa dapat
diperlakukan selayaknya anak yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan
untu tidak di penjara.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak.



Abstract

RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE
LAW

(Study Verdict Number: 18/Pid.Sus-Anak/2021 / PN Mgl)

By
DIANA SARI

Children are one of the assets of national development, should be considered and
taken into account in terms of quality and future. A child in conflict with the law
is provided for in a special law. In the juvenile criminal justice system, the entire
process of resolvingcases of children facing the law begins from the investigation
stage to the guidance stage after undergoing a crime. However, in the juvenile
criminal justice system there isrestorative justice which is a regulatory change in
the juvenile criminal justice system with the aim of seeking a fair settlement by
emphasizing restoration to the original state and not retaliation. The problems in
this study are: how the restorative justice arrangements for children in conflict
with the law in the positive law in Indonesia andhow the restorative justice
approach to children in conflict with the law (decision study
Number:18/Pid.SusAnak/2021 / PN Mgl).

This research method is carried out using a normative juridical approach, focusing
on the normative approach of legislation and court decisions. This research was
conducted in Menggala District Court, by studying the data obtained from the study
of literature, Courtdecisions books, documents, and legislation related to the issues
to be discussed. The nextstep is to classify according to the problems studied, then
the data is compiled and analyzed by descriptive method. Sources of data used in
this study are primary data and secondary data.

The results of the study and discussion showed that the arrangement of restorative
justice approaches to children in conflict with the law in positive law in Indonesia
explains the regulation of diversion arrangements in accordance with law Number
11 of 2012 on the juvenile criminal justice system. Article 8 and Article 29 of Law
Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal trafficking system,at the
police level where diversioncan be carried out provided that the criminal penalty
does not touch the number 7 years but in this decision diversion cannot be carried
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out because the criminal threat exceeds 7 years. Diversion through a restorative
approach at the prosecutor's level must see the terms of the application of
restorative Justice by the prosecutor's office, referring to the Republic of Indonesia
prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of
prosecution based on restorative justice, where the perpetrator and victimif they
want to do restorative justice must make peace and the sentence is not more than 5
years in prison, while this decision cannot be set restorative justice because the
threat is more than 5 years and at that time there has been no peace,so that
restorative justice cannot be done to children who are facing the law. Judgment-the
judgment of the judge insentencing a child who is faced with the law. The child has
been proven and the judge didnot find a forgiving reason to release the child, so the
child was sentenced to punishment with the approach of restoatf justice, the judge
considered that diversion could not bedone because it was not in accordance
with the provisions of diversion, so the child remained to be sentenced to 6
months and job training at the Correctional Center for 3 months but the crime did
not need to be carried out but plus a special condition in theform of cleaning one
of the Selma mosques 1 year which was carried out 2 times each month, which the
judge handed down this decision with a restorative justice approach thatprioritizes
justice for all parties so that in sentencing the judge assessed that he must consider
the principle of interest for child and imprisonment as a last sentence (ultinum
Remedium).

Suggestions in this study in the future the prosecutor's office bis further explore the
concepts of Law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system, and more
strengthen or prioritize the concept of restorative justice what else is the case
concerning children who face the law, especially Indonesia has ratified international
law contained in Article 37 of the convention on te righ of the child. So that children
who are not adults can be treated as children who are guaranteed by laws and
regulations untu not in prison

Keywords: Restorative Justice, Children
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak
merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan
diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.! Serta patut diberikan
perlindungan alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah
generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat
yang secara kodrati lemah.? Dari kedua alasan tersebut, maka sudah tepat kiranya
anak mendapatkan suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan

jaminan atas kelangsungan masa depan.

Perbuatan anak tidak cukup hanya dikatakan sebagai bentuk kenakalan belaka,
tidak jarang perbuatan mereka melanggar norma, etika, dan ketertiban umum
dalam masyarakat bahwa perbuatan mereka yang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana atau sering disebut dengan Juvenile Delinquency. Menurut Kartono,
juvenile delinquency atau kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. dampaknya, para

! Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 1.
2 Muchsin, “ Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif”’, Varia Peradilan, No 308 Th
XXVI, Juli, Jakarta, 2011, hlm 5.



remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan, Santrock
mendefinisikan juvenile delinquency sebagai suatu kumpulan dari berbagai
perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terbentuk tindakan

kriminal 2

Penyimpangan perilaku melanggar hukum anak disebabkan berbagai faktor, antara
lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arusglobalisasi
komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gayahidup telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selain
itu kurang kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku,
kurangnya pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh menyebabkan anak

mudah terseret pada pergaulan yang tidak baik.

Menurut Jensen (dalam Sarlito, 2012) membagi kenakalan anak menjadi empat

jenis yaitu;

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian,
perkosaan, perampokkan, pembunuhan, dan lain-lain.

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian,
pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.

3. Kenakalan sosialyang tidak menimbulkaan korban di pihak orang lain:
pelacuran, penyalahgunaan obat.

4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai
pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara

minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

3 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)



Anak yang melakukan tindak pidana, dihadapkan dipersidangan disebut dengan
anak yang berkonflik dengan hukum, banyaknya kasus anak yang melakukan
tindak pidana di Pengadilan Negeri Menggala dari 4 (tahun) terakhir yakni dari
tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) Tindak

pidana yang dilakukan oleh anak mayoritas anak dijatuhi dengan pidana dipenjara.

Menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa Pidana penjara tidak hanya
mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif
terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.
Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari
seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di
kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti
terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat
serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu
dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun
yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering
disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapatmenyebabkan terjadinya degradasi

atau penurunan derajat dan harga dari manusia.*

Fungsi dari pidana penjara yaitu mencegah, mengurangi atau memberikan rasa
takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan ,namun
nyatanya masih tetap banyak anak yang melakukan tindak pidana, dampak negatif

dari tindak pidana itu berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma

4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1996, him 42.



jahat” pada anak dan terjadinya pembiasan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS
yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak keluar LAPAS anak (prisonisasi),

bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi
kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang
ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam
mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh

tahapan proses hukum.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.

Sebagaimana putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl dengan kronologis
sebagai berikut: kejadian yang pertama padahari dan tanggal yang sudah tidak ingat
pada bulan Juni tahun 2020, Kejadian yang kedua sampai yang ketiga yang
terjadipada bulan Juli tahun 2020 dan bulan desember tahun 2020 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di JI. MN Rajawali No. 061

Ugu Desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, atau



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu
Anak Korban. Dengan kronologi pada saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk
makan dirumah tersebut, setelah selesai makan Anak mengajak anak korban untuk
masuk kedalam kamar. Lalu Anak mengatakan kepada anak korban untuk
membuka baju dan celananya sambil Anak mengatakan “Kamu gak usah takut, saya
gak akan pernah ninggalin kamu dan saya akan nikahin kamu”, dan atas ucapan
Anak tersebut anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan tersebut,
setelah itu Anak mendekati anak korban lalu mencium pipi kanan dan kiri Anak,

kemudian Anak dan anak korban berpelukan sambal berciuman diatas ranjang.®

Pada putusan tersebut tidak dapat mengimplementasikan restoratif justice melalui
diversi karena tidak sesuai dengan syarat. Diversi sebagai hak istimewa anak ketika
berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya
atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak, yakni pihakkorban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak
istimewa yang dimaksud, adalah hak istemewa yang dibatasi oleh persyaratan dari
Pasal7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni diversi hanya dapat dilaksanakan dalam
hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya tidak memenuhi
persyaratan dri pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan diversi,

sekalipun kedua belah pihak meyepakati untuk melakukan diversi .

5 Putusan PN MENGGALA Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2021/PN Mgl Tanggal 16 juli 2020



Sementara dalam kasus yaitu anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah
umur di atur pasal 81 ayat (2) Undang-undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yaitu 15 tahun sehingga diversi tidak
dapat dilakukan karena tidak memenuuhi syarat diversi.

Namun demikian hakim anak dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap
anak mengunakan pendekatan restorative justice untuk mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak dan pidana dan pidana penjara sebagai ultimum
remedium hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan
hukum. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul
penelitian “ Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, makarumusan

masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik
dengan Hukum di dalam hukum postif di Indonesia?

b. Bagaimanakah Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik

dengan Hukum dalam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mgl) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat
penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek

penelitian mengenai Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang



Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN

Mgl).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulisan skripsi ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di dalam hukum postif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang
Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus- Anak/2021/PN

Mgl).

b. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dimasa yang akan datang akan dapat
digunakan sebagai bahan untuk kajian dikalangan praktisi dan akademisihukum
yang berguna dalam pengembangan dan perluasan ilmu pegetahuan mengenai

Pedekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan untuk Fakultas Hukum Universitas
Lampung, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan yang
berhubungan dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang

Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).



D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk

Menjawab permasalahan tersebut adalah:

a. Teori Restorative Justice
Teori restorative justive merupakan salah satu teori dalam hukum untuk
menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional
yang Yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem
Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaianterhadap
perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa
pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani
hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Pelaku yang telah
karenaberorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan
pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak
merasakan kepuasan. Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat
diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan social pelaku berasal.
Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat
melahirkan perilaku criminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan

pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama

® Soerjono, Soekanto. “PengantarPenelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm.
125.



antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena
antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus

memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara’.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada
teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah
satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim
merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur

tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX
Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.
Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang
bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal
24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya

" Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah di
sampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju
Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka UlangTahun IKAHI ke 59,25 April
2012, him. 1-2.
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Negara Hukum Republik Indonesia.®

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur
tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam
Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial
bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat
Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah mahkamah konstitusi.?

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak
(impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di
sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannyahakim harus
memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam
pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009
Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.”'® Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus

menelaah terlebihdahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2004), h 142.

® Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

10 Ibid, h. 95.
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kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya
dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan
terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga
tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan
kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU
No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksadan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada
yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam
memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009
yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat”.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang

Merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti

dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-
beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak
pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara danperadilan pidana yang

berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk
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menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan

seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang disangka atau

dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan

kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan

PENDAHULUAN
Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan
dan ruanglingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, serta sistematika

penulisan.

. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-
pengertian umum dari pokok bahasan yang memua tinjauan umum
mengenai pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan
metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah,

sumber,jenis dan prosedur pengumpulan dan pengelolaan.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan
permasalahan dalam skripsi ini, akan pendekatan restorative justice
terhadap anak yang Dberkonflik dengan hukum (Studi Putusan
Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

V. PENUTUP
Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang
diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan

yang dibahas.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

a. Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang
berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,
keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani
kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.)” Terhadap
pandangan tersebut Daly.!! mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut
memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh
Tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, Yaitu,

“mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya
keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu
yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari

pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian

11 Kathleen Daly, ,Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-
190,2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition,
Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367
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setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya

di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restorative adalah pemulihan,
sedangkan tujuan kedua adalah gantir ugi.'? Hal ini berarti bahwa proses
penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restorative adalah suatu proses
penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di
dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang
disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan menurut UNODC,
bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk
memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku,

jaringan social mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.®

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti mendefinisikan bahwa
restorative justice pada prisipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakaiuntuk
menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam
mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku
tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang

disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi
atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana

diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada

12 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office ResearchDevelopment
and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diaksesdari website: http//www.restorativejustice.org. pada
tanggal 08 Desember 2017.

13 UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series,
(Vienna: UN New York, 2006), him. 34.
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kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi
kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan
pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada

korban.

b. Konsep Restorative Justice

Menurut Sarre:4
“Keadilan restorative bekaitan dengan bagaimana membangun kembali
hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok
pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang
merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana
modern”
Pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar
pendekatan restorative berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan
yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam
hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan
bahwa filosifi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan
pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identic dengan filosofi
“mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat
Indonesia. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan
menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat
mendasar, yaitu: pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu

konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian

kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri kedua,

14 Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne
E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan
Struart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332
dan 400.
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tujuan dari proses (criminaljustice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam
masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku
dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang

bersangkutan.®

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restorative sebagaimana yang diutarakan

oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsobtersebut, member pemahaman bahwa korban

sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat

terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam

proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)
Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu
diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang procedur alprosedur
alperlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman.
Proses peradilan (due process) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan
untuk member keseimbangan bagikekuasaan Negara untuk menahan, menuntut,
dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.® Dalam
implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki
adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait
dengan due process. Akan tetapi, karenadalam proses restorasi mengharuskan

adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan

15 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania
Waterloo, Ontario, Herald Press, 1990, hlm. 181. Diaksesdari website
http://www.restorativejustice.org pada tanggal 08 Desember 2017.

16 Van Ness dan Strong, 1997, him.15, diaksesdari website http://www.restorativejustice.org pada
tanggal 08 Desember 2017.
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pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan
(informed consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat
dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.!” Konsep dasar penyelesaian
melaluipendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah
bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar
dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku
harus bertangung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah

adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b) Perlindungan yang Setara
Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative,
keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan maknadan tujuan
keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan
kedudukan social lainnya.'® Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem
pendekatan restorativedalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan
“rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja
salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik
atau bahkan fisik.1°Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak
yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif. Dalam penyelesaian masalah
melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena
korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai

kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan

7 Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013.Penanggulangan Kejahatan Korporasi
Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. SinarGrafika. hlm. 127

8 Ibid

19 Wright, 1991, him.68, diaksesdariwebsite http.//www.restorativejustice.org pada tanggal 08
Desember 2017.
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pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan
yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga
kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada
hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan
pidana.?’ Pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan
atau ketarangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam
proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di
dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam
proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk

memperoleh gantirugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalamsistem restorative didasarkan pada consensus
persetujuan yang memberikan pilihan alternative dalam menyelesaikanmasalah,
sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup
kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang
melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya,
proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan
keadilan retributive (keseimbangantimbale balik antara punish dan reward),
sedangkan dalam pendekatan restorative dapat memberlakukan sanksi-sanksi
yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang

sama.?!

2 Dr, RufinusHotmalanaHutauruk, S.H, M.M, M.H, Loc.cit
21 Warner,1994, diaksesdariwebsite http://www.restorativejustice.org pada tanggal 08 Desember
2017.
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Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban
pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban
pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda
halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah
merupakansyarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak
bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangaka memiliki hak untuk
melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuanbahwa ia
bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus
dibuktikan.??Atau tersangka dapa tmemperoleh hak untukbanding kepengadilan
dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restorative dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan mengikat.

Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang
sangat strategi untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi
haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semuatahapan informal yang
restorative, tersangka dapat diberi informasimelalui penasihat hukum mengenai
hak dan kewajibannya yang dapat dupergunakan sebagai pertimbangan dalam

membuat keputusan.?®

22 Moore, 1993, hlm.19, diaksesdariwebsite http://www.restorativejustice.org pada tanggal 08
Desember 2017.

23 Moore dan Connel, 1994, hlm.67, diaksesdari website http://restorativejustice.org pada tanggal
08 Desember 2017
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Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah
proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atasnamanya sendiri.
Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacar amewakili partisipan-partisipan
dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak
manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi
langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif.
Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka

tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak menurut KBBI adalah keturunan kedua. Anak adalah anugerah sekaligus
amanat yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tuannya. Suatu hal yang
tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga merupakan
bagian terpenting dari kebahagiaan setiap rumah tangga.?* Sedangkan dimensi
berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di
Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang
berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum
dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum

didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah

% Hannan Athiyah Ath-Thuri, Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak Kanak (Surabaya:PT
Bina [lmu,2001), hlm.8.
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melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan

atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.?

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa
(minderjarig / person under age), orang yang dibawah umur/keadaandibawah umur
(minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada
dibawah pengawasan wali (minderjarig under voordij). Pengertian anak itu sendiri
jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukumdapat berbeda-
beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan
mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan
pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang- undangan
yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang- Undang Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yag belum mencapai

umur 21 tahun dan belum pernah kawin.?®

Pengertian anak pada pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak
diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum
yang berlaku terhadap anak, kedwasaan telah diperoleh sebelumnya.?” Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkanpengertian
tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut

adalah demi kepentinganya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam

% Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006, h.130
% Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5
27 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal.2
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Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa

lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, istri, dan

anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi
lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian anak menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

3. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas)
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilantentang suatu perkara pidana

yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
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Peraturan perundang-undagan di Indonesia memang tidak seragamakan tetapi
dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan
kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertiananak
memilik iarti yang sangatluas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok

usia.

B. Profile Instansi
1. Deskripsi Instansi
a. Nama Instansi
Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Negeri
Menggala. Pengadilan adalah badan atau instansiresmi yang melaksanakan
sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk
dari sistem Peradilan yangdilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum
publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di
Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik
dalam perkara sipil, buruh, administrative maupun kriminal. Setiap orang
memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik
untuk menyelesaika nperselisiha nmaupun untuk meminta perlindungan di

pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

b. Logo Instansi
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c. Visi dan Misi
Visi :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MENGGALA YANG

AGUNG ”

Misi :

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;

2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan Negeri Menggala;

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang
Secaraa dministrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 KabupatenTulang
Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten
Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara.
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997 maka terbentuklah
Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas 1l Menggala diresmikan
oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H,.MCL
Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang
pertama Bapak H. Sulaiman, SH,.M.H. dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu
Nellyaza, S.H. Sebelumnya daerah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih

berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri

Menggala
Jabatan Nama
Ketua: Jimmy Maruli, S.H., M.H.
WakilKetua: Ita Denie Setiyawaty,S.H.,M.H.
Hakim: Dina Puspasari, S.H.,M.H.
Donny, S.H.
Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.
Laksmi Amrita, S.H.
Marlina Siagian,S.H.
Nur Wahyu Lestariningrum, S.H., M.H.
Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera: Deni Syafril, S.H.

Sekretaris:

Reri Eriko,S.E.
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Panitera Muda:

Sungkono, S.H. Suhaili, S.H.

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Supriyadi, S.H., M.H.
Adriyadi, S.H., M.H.
Lisa Fitri, S.H., M.H.

Rachmad Donal, S.H.

Juru Sita / Juru Sita
Pengganti:

Yansori, S.H.




I11. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normative ini yaitu dengan
cara pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative diakukan dengan
mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis
yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum,
peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan permasalahan yang berkaitan
dengan skripsiini. Pendekatan yuridis normative dalam skripsi ini bahan utama

yang ditelah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normaif,
yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah,
filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,lingkup dan materi, penjelasan
umum dari pasal demi pasal, fotmalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundag-

undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan ataui mlpementasinya.?® Berdasarkan

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2004), hlm 102.
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penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum
normative untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode

penelitian hukum.

2. Sumber dan Jenis Data
Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normative adalah
data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara
mengumpulkandan memeriksa atau menulusuri dokumen dan kepustakaan yang
dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:?°
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
¢. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak
Pidana Anak
d. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN

Mgl

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian,
meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan

lainnya. ¢

2 Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta,
hlm.86.

0T KetutSuardita, PengenalanBahan Hukum (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana,
2017), him 19.
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3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah,
artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnyaseperti karya

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan metode pengumpulan data
berupa studi dikepustakaan, yang mana di dalam melakukan metode studi
kepustakaan, penulis mempelajari seperti buku-buku, jurnal imiah, Putusan

Pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan

menggunakan metode sebagai berikut:3!

a. Seleksi data, yaitu dengan memiih data yang sesuai dengan pokok- pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;

b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali yaitu suatu data yang diperoleh
mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya;

c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya
agar memudahkan dalam mendeskripsikannya;

d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan-aturan yang

sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan

SLH. Ishaq, MetodePenelitian Hukum Dan PenulisanSkripsi, Tesis, Serta Disertai, (Bandung:
Alfabeta Bandung, 2016), hlm 99.
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jawaban permasalahan yang akan diajukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh
suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan
kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis deduktif adalah
menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun
secarateratur, runtun logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.*?

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data
adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertannyaan yang
menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilan data yang diperoleh melalui
kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalmiat
ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang
dirumuskan dengan hierarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan

menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

32 SoerjonoSoekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit., him 127
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B. Metode Prakter Kerja Lapangan

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan
terhitung mulai tanggal 6 oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.
Kegiatan magang kerjaini dilaksanakan Pengadilan Negeri Menggala yang
beraamat JIn. Cemara Kompeks Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Kabupaten
Tulang Bawang. Pengadilan negeri menggala dipimpin oleh Bapak Jimmy Maruli,
S.H., M.H. sebagai ketua pengadilan negeri menggala. Penentuan lokasi tersebut
mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalammengenai praktik
beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia dan

mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan
Kegiatan Magang Kerja penggadilan negeri menggala dibimbing oleh pembimbing
akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan
magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta
informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama
kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik
sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah
melakukan kegiatan magang sesuai denganprosedur atau peraturan yang telah
ditetapkan Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai
berikut :
a.)Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang

mampu menerapkan tri dharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang
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pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya
bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Menggala, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas
perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan
hakim, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau
data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan
magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan

kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b.)Wawancara dan Observasi
Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau
konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk
memberikanin formasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari
pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau
mengetahui mengenai praktik beracara pada pengadilan negeri menggala
terutamaBidang Pidana Khusus. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara
langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer

yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c.) Pencatatan Data
Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topic Pendekatan
Restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi putusan
nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl) yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dan sekunde rmerupakan data yang dikumpulkan oleh peserta
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magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk

mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

Tujuan Magang Tujuan

Dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut :

a.

4.

Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar
lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;

Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan
berkepribadian;

Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki
saat ini;

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

a.

Bagi Mahasiswa

1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;

2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di
lingkungan kerja;

3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin
dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;

4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di

dunia kerja bidang hukum.
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b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
1) Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang
diperoleh pada masa perkuliahan gana untuk ditarapkan dalam dunia

pekerjaan.

c. Bagi Pengadian Negeri Menggala

1) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan
pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
2) Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk

mendapatkan tenagakerja yang berkualitas tinggi.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas,

perihal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum,

maka dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
keadilan restoratif di implementasikan melalui Diversi, dimana pada tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib
dlakukan upaya diversi apabila memenuhi syarat-syarat diversi sebgaimana
dlam passal 7 UU SPPA. Proses ditingkat kepolisian penyidik diwajibkan untuk
mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan
dimulai, proses diversi dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah
dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan.
Diversi melalui pendekatan restoratif ditingkat kejaksaan harus melihat syarat-
syarat penerapan Restoratif Justice oleh Kejaksaan, merujuk kepada Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
PenuntutanBerdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya terakhir penerapan diversi
melalui restoratif di tingkat pengadilan, terkait penerapannya dalam
pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Ketua pengadilan wajib
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menetapkan upaya diversi untuk menangani perkara Anak setelah menerima
berkas perkara dari Penuntut Umum. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang
mediasi pengadilan negeri. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan,
perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada putusan Nomor 18/Pid.Sus-
Anak/2021.PN Mgl, upaya diversi tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak
memenuhi syarat diversi, tetapi hakim anak dalam menjatuhkan pemidanaan
terhadap anak mempertimbangkan perdamaian yang yang terlah terjadi antara
keluarga anak yang berkonflik dengan hukum dan keluraga anak korban di
persidangan dengan mengadopsi nilai-nilai pendektan restoratf justice seta
memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pembatasan kemerdekaan
dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembinaan sebagai
pembalasan.

. Pertimbangan majelis hakim memandang lebih jauh Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendasarkan bahwasanya
sistem dari peradilan pidana anak harus dapat dilaksanakan berdasarkan
ketentuan asas-asas yang diantaranya ialah asas kepentingan terbaik bagi Anak
yang berhadapan dengan hukum, yangmana sejalan dengan ketentuan dari
Article 37 Convention on The Rights of The Child. Terlebih sudah adanya
kesepakatan damai antara keluarga pelaku tindak pidana dengan korban tindak
pidana. Pertimbangan mejelis Hakim juga menilai bahwa anak bukanlah satu-
satunya subjek yang patut disalahkan atas tindak pidana yang telah
dilakukannya, dimana orang tua, masyarakat, serta negara ikut bertanggung
jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sehingga tumbuh kembang

anak dapat terlaksana dengan baik.
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B. Saran

Kedepannya agar aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan bisa lebih mendalami lagi konsep-konsep dari Undang-Undang Nomor
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lebih menguatkan atau
mengutamakan konsep Restoratif Justice terhadap kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih Indonesia telah
meratifikasi hukum internasional yang tertuang pada Article 37 Convention on The
Rights of The Child. Agar anak yang belum dewasa dapat diperlakukanselayaknya

anak yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak dipenjara.
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